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PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak  dilambangkan 
ب ba b be 
     ت ta t te 
     ث             sa s es (dengan titik di  atas) 
ج jim j je 
ح ha h ha (dengan titk di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad s es (dengan titik di bawah) 
ض dad d de (dengan titik di bawah) 
ط ta t te (dengan titik di bawah) 
ix 
x 
 
ظ za z zet (dengan titk di bawah)  
ع „ain „ apostrop terbalik 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah , Apostop 
ي ya y Ye 
 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (  ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  
fathah dan ya 
 
ai 
 
a dan i 
 
  
fathah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
 
  
3. Maddah 
Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan Tanda 
 
Nama 
 
  
fathah dan alif 
atau ya 
 
a 
 
 
a dan garis di 
atas 
  
kasrah dan ya 
 
i 
 
i dan garis di 
atas 
 
  
dammah dan wau 
 
u 
 
u dan garis di 
atas 
xi 
x 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah  itu transliterasinya dengan [h].  
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah  atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (      ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf  ي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah  (ي     ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
 
 
xii 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 
di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata,istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
Qur‟an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi 
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 
utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
xv 
xiii 
x 
 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. 
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk  huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, 
CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
NAMA          :     NUR ELVI KHAERANI M 
NIM           :    10100113116 
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK    
MAPPASANRRA TANAH SAWAH DI DESA TANAH 
HARAPAN KEC. RILAU ALE KAB. BULUKUMBA 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana praktik mappasanra tanah 
sawah yang terjadi di desa tanah harapan ditinjau dari hukum islam.  Hal ini kiranya 
yang mendorong penyusun untuk mengadakan penelitian lebih mendalam mengenai 
praktek mappasanra tanah sawah di Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale 
Kabupaten Bulukumba. Adapun pokok masalah tersebut dibagi dalam 2 sub masalah  
yakni: 1. Bagaimana Pratik Mappasanra Tanah Sawah di Desa Tanah Harapan Kec. 
Rilau Ale Kab. Bulukumba? 2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik 
Mappasanra Tanah Sawah yang dilakukan Oleh Masyarakat di desa tanah Harapan 
Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba? 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 
penelitian yang dilakukan terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang 
lengkap dan valid mengenai praktek mappasanra tanah sawah di Desa Tanah 
Harapan yang dilaksanakan  di Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten 
Bulukumba Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis syar’ih yakni 
mengkaji data yang ada di Desa Tanah Harapan kemudian dianalisis berdasarkan 
prinsip hukum Islam. Dan teknik pengumpulan datanya adalah interview. Interview 
ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara mewawancarai para 
informan, wawancara dilakukan dengan pemerintah setempat, tokoh masyarakat, 
serta masyarakat yang melakukan mappasanrra tanah sawah. 
Namun setelah diadakan penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa 
penerapan prinsip-prinsip syar’ih dalam transaksi mappasanrra tanah sawah pada 
masyarakat Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba secara 
keseluruhan belum sesuai dengan norma-norma syariah karena terdapat unsur 
eksploitasi (ketidakadilan) yakni pada pengambilan manfaat barang gadai oleh 
penerima gadai (murtahin) atas tanah yang dijadikan jaminan sampai utang dibayar 
oleh penggadai, sementara rahin tidak mendapatkan bagian dari hasil panen tanah 
sawah tersebut. Adapun saran yang penulis berikan yakni: Hendaklah ada pembuka 
masyarakat dalam hal ini adalah para ulama setempat, agar lebih sering memberikan 
pengarahan atau informasi mengenai hukum islam dan tata cara bermuamalah secara 
baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Islam merupakan agama yang bersifat Universal dan berlaku sepanjang 
zaman. Kekuatan Islam telah terbukti sepanjang sejarahnya, dimana setiap kurung 
waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dijawab dengan tuntas oleh 
ajaran Islam melalui Al-Qur’an sebagai landasannya. Keuniversalan konsep Islam 
merupakan jawaban terhadap keterbatasan manusia dalam berfikir. 
Dalam menjawab permasalahan yang timbul nampaknya peran hukum Islam 
dalam konteks kekinian dan kemodernan dewasa ini sangat diperlukan dan tidak 
dapat dihindarkan lagi. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang 
seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum Islam harus menampakkan 
sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta memberikan 
kemashlahatan bagi umanya.
1
 
Di dalam hidup ini, terkadang orang mengalami kesulitan untuk menutupi 
(mengatasi) kesulitannya terpaksa meminjam uang kepada pihak lain. Meskipun 
untuk memperoleh pinjaman itu harus disertai dengan jaminan (koleteral).
2
 Seperti 
yang dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS.al-Baqarah /2: 283. 
                                                             
1
Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 2. 
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                           
                                
                      
Terjemahnya: 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu 
tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan 
yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu 
mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa 
yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 
hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3
 
Agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya supaya hidup tolong-
menolong. Bentuk tolong-menolong ini bisa berupa pemberian, pinjaman, utang-
piutang. Dalam suatu perjanjian utang-piutang, debitur sebagai pihak yang berhutang 
meminjam uang atau barang dari kreditur sebagai pihak yang berpiutang. Agar 
kreditur memperoleh rasa aman dan terjamin terhadap uang yang dipinjamkan, 
kreditur mensyaratkan sebuah agunan atau jaminan. Agunan ini di antaranya bisa 
berupa gadai atas barang-barang yang dimiliki oleh debitur. Debitur sebagai pemberi 
gadai menyerahkan barang-barang yang digadaikan tersebut kepada kreditur atau 
penerima gadai. Praktek gadai telah ada pada zaman Rasulullah saw. dan Rasulullah 
sendiri pernah melakukan gadai. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan 
dilakukan secara tolong-menolong. 
                                                             
 
3
Kementerian Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinrgi Pustaka 
Indonesia, 2012 ), h. 71. 
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Di Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, 
memiliki cara gadai yang disebut mappasanra. Banyak terjadi di Desa itu, bahwa 
sawah yang dijadikan barang jaminan gadai langsung dikelolah oleh penerima gadai 
dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin) atau 
sawah yang dijadikan barang gadaian tersebut tetap dikelola oleh penggadai namun 
hasil atau panen dari sawah tersebut akan dibagi dengan penerima gadai (Murtahin) 
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. 
Pada dasarnya, pemilik barang dapat mengambil manfaat dari barang yang 
digadaikan. Kendati pemilik barang (jaminan) boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi 
dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan, atau 
menyewakan barang jaminan itu, sebelum ada persetujuan dari penerima gadai 
(murtahin). 
Oleh karena itu apakah sudah benar, menurut hukum Islam  pelaksanaan 
mappasanrra  tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Di desa Tanah Harapan  
Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba?. Mereka memiliki keterbatasan 
informasi tentang gadai atau rahn, yang seharusnya mereka pahami sebelum mereka 
melakukan transaksi mapasanrra  itu. Sebagian masyarakat di Desa tersebut 
melakukan mappasanra secara perorangan. Kebanyakan mereka melakukan 
mappasanra dengan jaminan sawah yang masih produktif. kebanyakan  penerima 
gadai tidak menginginkan sawah yang dijadikan jaminan mappasanra non produktif. 
Berdasaarkan uraian di atas penulis menegaskan yang akan dijadikan bahan 
penelitian proposal draft ini adalah: “Tinjaun Hukum Islam Terhadap  Praktik 
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Mappasanra Tanah  Sawah Di Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale  
Kabupaten  Bulukumba”. 
B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  
1. Fokus Penelitian 
Agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penelitian ini maka peneliti di 
berikan beberapa defenisi sebagai kata kunci dalam skripsi ini sebagai berikut : 
 “Tinjauan” menurut kamus besar bahasa indonesia adalah hasil meninjau; 
pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dsb). Sedangkan kata 
tinjauan berasal dari kata dasar “Tinjau” yang berarti : 
1. Melihat sesuatu yang jauh dari tempat yang ketinggian 
2. Melihat-lihat ( Menengok, memeriksa, mengamati dsb) 
3. Mengintai 
4. Melihat (memeriksa) 
5. Mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) 
Menduga (hati, perasaan, pikiran dsb). 
Mappasanrra berasal dari bahasa bugis, bahasa yang dipakai oleh masyarakat 
di Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, mappasanrra 
aro minreng doi ditaue nappa di taro aga-agae makkiguna di alena.
4
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Hasil wawancara dengan Bapak Umar Kepala Desa Tanah Harapan, (tanggal 24 April 2016). 
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Gadai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah meminjam uang 
dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika 
telah sampai pada waktunya dan tidak ditebus, maka barang tersebut menjadi hak 
yang memberi pinjaman, barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang.  
2. Deskripsi Fokus 
Penelitian ini di laksanakan di Desa Tanah Harapan Kecematan Rilau Ale 
Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya melihat proses praktek gadai yang terjadi di 
Masyarakat kemudian dikaitkan dengan gadai yang diatur dalam Islam. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas maka adapun yang menjadi pokok masalah 
penelitian ini yakni bagaimana praktik mappasanra tanah sawah yang di lakukan  di 
Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dalam  perspektif 
hukum Islam?.  Berikut dijabarkan dalam sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktek mappasanra tanah sawah di Desa Tanah Harapan 
Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek mappasanra tanah 
sawah yang dilakukan oleh masyarakat di  Desa Tanah Harapan Kecamatan 
Rilau Ale Kabupaten Bulukumba? 
D. Kajian Pustaka 
Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penyusun berusaha mencari 
referensi yang relevan dengan topik yang diangkat baik dari kitab-kitab, buku-buku 
maupun karya ilmiah atau skripsi. 
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Pada umumnya, telah banyak ditemukan baik buku maupun kitab yang 
membahas masalah gadai. Di antara buku-buku yang membahas  mengenai hak 
pemanfaatan barang gadaian adalah  buku yang telah ditulis oleh Ahmad Azhar 
Basyir yang berjudul “Hukum Islam Tentang Riba,Utang Piutang, dan Gadai” di 
dalamnya membahas mengenai hak pemegang gadai terhadap barang gadaian hanya 
pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai.  
Dalam bukunya M. Ali Hasan  yang berjudul: “Berbagai Macam Transaksi 
dalam Islam (Fiqh Muamalat)” dijelaskan berbagai transaksi dalam Islam salah 
satunya tentang penggadaian.
5
 
Dalam bukunya Muhammad Sholikul Hadi, yang berjudul “Pegadaian 
Syariah” dalam buku ini menyajikan informasi tentang bagaimana konsep kerja 
pegadaian syariah yang dapat dijadikan sebagai alternative lembaga keuangan syariah 
yang dapat diperhatikan di Indonesia atau di Negara manapun. Dalam buku ini 
disebutkan bahwa barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, hal ini disebabkan 
status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat 
penerimanya.
6
 
Dalam bukunya H. Sulaiman Rasjid “Fiqh Islam” dalam salah satu bab di 
buku ini menjelaskan tentang utang-piutang dan gadai. Buku ini menjelaskan bahwa 
apabila kita ingin melakukan gadai maka harus ada barang jaminan sebagai 
tanggungan utangnya.
7
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M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), h. 257. 
6
Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah,  h. 54. 
7
H. Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru ALgensindo (Cet: ke 36, 2003), h. 
310. 
 
 
 
7 
 
Dalam bukunya Drs. H. Nazar Bakry, yang berjudul “Problematika 
Pelaksanaan Fiqih Islam”  dalam buku ini diuraikan bagaimana mahasiswa mudah 
dalam mempelajari Fiqih. Dalam salah satu bab di buku ini, juga dijelaskan mengenai 
rukun dan syarat sah dari gadai.
8
 
 Selain dari buku diatas penulis juga mempersiapkan buku-buku lain yang 
membahas  masalah gadai sehingga penulis dapat dan mampu memaparkan skripsi 
yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam terhadap  Praktik Mappasanra Tanah  Sawah 
Di Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale  Kabupaten  Bulukumba”. 
 Mengingat judul ini belum pernah ada yang membahasnya dalam karya ilmiah 
serta rujukan diatas hanya terpaku pada syarat dan rukun gadai  saja. Maka disini 
penulis sangat berkesan hati untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Tinjaun 
Hukum Islam Terhadap  Praktik Mappasanra Tanah  Sawah Di Desa Tanah Harapan 
Kecamatan Rilau Ale  Kabupaten  Bulukumba”. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.    Tujuan Penelitian 
Secara umum skripsi merupakan salah satu persyaratan guna penyelesaian 
studi pada perguruan tinggi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk:  
1. Untuk mengetahui praktek mappasanra tanah Sawah Di Desa Tanah 
Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. 
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H. Nazar Bakry, Problematika pelaksanaan Fikih Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
1994), h. 48.  
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2.  Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap 
praktik mappasanra yang terjadi Di Desa Tanah Harapan Kecamatan 
Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Diharapkan dapat menjadi pencerah bagi masyarakat yang ada di Desa Tanah 
Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba yang ingin melakukan 
praktek mappasanra tanah sawah. 
b. Diharapkan mampu memberikan konstribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu 
syari’ah di bidang muamalah, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan 
praktek gadai tanah sawah. 
 9 
 
BAB II 
TINJUAN TEORITIS 
Ketentuan Umum Tentang Gadai (Mappasanra) 
Gadai merupakan hal yang sangat tinggi nilai sosialnya dalam kehidupan 
masyarakat terutama bagi orang yang sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi 
kebutuhannya. Dalam pelaksanaan gadai unsur tolong menolong sangat ditekankan 
oleh agama Islam agar kepentingan keduanya, yaitu rahin dan murtahin bisa 
terlaksana dengan baik. 
A. Pengertian Gadai  
Gadai menurut bahasa berarti menggadaikan, merunggukan, atau jaminan 
(Borg).
1
 Istilah gadai dalam bahasa Arab diistilahkan Al-rahn 
2
, Dalam bahasa Arab 
juga memiliki pengertian tetap. Ada juga yang menyatakan kata rahn bermakna 
tertahan. Dengan dasar firman Allah QS.al-Muddatsir/ 74: 38: 
             
 
 
Terjemahnya: 
“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.3 
                                                             
1
Nazar Bakry, ProblematikaPelaksanaan Fiqh Islam(Jakarta: PT Rsja arindo,1994) h. 43. 
2
Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat(Jakarta, Amzah,2002).h286. 
3
Kementrian Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahnya, h. 577. 
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Gadai menurut istilah adalah akad utang dimana terdapat suatu barang yang 
dijadikan penangguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu 
boleh dijual kalau utang tak dapat dibayar, hanya penjual itu hendaknya dengan 
keadilan( dengan harga yang berlaku diwaktu itu).
4
 
Sedangkan Gadai menurut Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari 
adalah meminjamkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang, jika 
penanggung tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan. Oleh karena itu tidak 
boleh menggadaikan barang wakaf atau ummu al-walad (budak perempuan yang 
punya anak dituannya).
5
  
Menurut Sayiq Sabiq bahwa pengertian gadai adalah menjadikan suatu benda 
berharga dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas utang selama ada dua 
kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda.
6
 
Menurut Sulaiman Rasyid gadai adalah suatu barang yang dijadikan 
peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.
7
 
Menurut Ghufron A. Mas’adi gadai ialah Sebuah akad utang-piutang yang 
disertai dengan jaminan (agunan). Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut 
marhun, pihak yang menyerahkan jaminan disebut rahi.
8
 
                                                             
4
 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam  (Bandung: PT.Sinar Baru alagesindo, 1994), h. 309. 
5
Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, terjemah Fathul Muin, jilid I, (Cet. I; 
Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 838. 
6
Sayiq Sabiq, fiqh Sunnah 12 (Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998), h. 139. 
7
Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, h. 295. 
8Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), 
h. 175. 
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Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir gadai adalah menjadikan suatu 
benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya 
benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
9
 
Pengertian gadai menurut KUH Perdata (Burgerlijk Wetbook) pasal 1150 
Gadai adalah : 
Suatu hak yang diperoleh kreditur (orang yang berpiutang) atas suatu barang 
bergerak yang diserahkan oleh debitur (orang yang berhutang atau orang lain 
atas namanya sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada 
kreditur untuk mendapat pembayaran terlebih dahulu dari kreditur lainnya atas 
hasil penjualan benda-benda.
10
 
 
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gadai menurut 
hukum Islam dan KUH Perdata adalah suatu perjanjian (akad) utang-piutang dengan 
menjadikan barang yang bernilai menurut syara’ sebagai jaminan untuk mnguatkan 
kepercayaan, sehingga memungkinkan terbayarnya utang dari si peminjam kepada 
pihak yang memberikan pinjaman. 
B. Dasar Hukum Gadai 
Gadai dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang halal dan dibolehkan 
bahkan termasuk perbuatan yang mulia karena mengandung manfaat yang sangat 
besar dalam pergaulan hidup manusia di dunia ini. Sebagaimana halnya dengan jual 
beli yang merupakan faktor yang sangat penting bagi kesejahteraan dan kemakmuran 
                                                             
9
Ahmad Azhar Basyir, Riba, Utang-Piutang dan Gadai  (Bandung: PT Raja Grafindo, 1983) , 
h. 50. 
10
Niniek Suparni, KUH Perdata (Cet. IV; Jakarta:PT Rienka Cipta, 2005)  h. 290. 
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hidup manusia. Dalam hal gadai menggadai dalam masyarakat merupakan kebiasaan 
sejak zaman dahulu dan sudah dikenal dalam istilah adat kebiasaan. 
Dalam surat Al-maidah memberikan petunjuk kepada manusia agar senantiasa 
mematuhi dua hak yaitu perintah dan tolong menolong dalam hal kebaikan dan 
kebajikan dan perintah untuk meninggalkan tolong menolong dalam hal kemaksiatan. 
Dalam dua hal tersebut di atas terdapat salah satu dari perintah tolong menolong, 
hanya saja tolong menolong dalam bentuk pelaksanaan gadai, harus sesuai dengan 
syarat dan hukum yang terdapat dalam ketentuan syara’. 
Pada dasarnya gadai menurut  Islam, hukumnya adalah boleh (jaiz).
11
 Seperti 
yang tercantum, baik dalam al-Qur’an dan as-sunnah maupun Ijma. Dalil kebolehan 
gadai tercantum dalam QS. Al-Baqarah/ 2: 282 -283: 
1. Dalil Al-Qur’an 
                          
                     
                                     
                               
                           
                          
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Sasli Rais, Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian 
Kontenporer). (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)  2005), h. 39. 
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                         
                           
                        
                                
                            
                                
                      
 
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah 
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang 
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia 
sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan 
dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang 
lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki 
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika 
seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu 
enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu 
jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 
membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan 
persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu 
jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 
menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah 
penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), 
Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan 
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui 
segala sesuatu. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 
 
 
 
14 
 
 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa 
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan 
persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya 
ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.
12
 
 
Berdasarkan ayat diatas, bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah yang 
tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang pun yang 
mampu menjadi juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang 
tanggungan (borg) yang oleh pihak yang berpiutang di jadikan jaminan.
13
 
2. Hadist 
Masalah rahn juga diatur dalam hadis Nabi Muhammad saw.  
 يّ نم ٍ رتس ا ملس ً وْلء الله لص ِبنا نا اينء الله ِض ر تشء اع نء ام اعط ُ دٌ
وعرد ونى رً لج ا َلا
Artinya:  
Dari Aisyah r.a, bahwa sesungguhnya Nabi pernah membeli makanan dari 
seorang yahudi secara jatuh tempo dan Nabi saw, menggadaikan sebuah baju 
besi kepada yahudi.
14
  
Maksud dari Hadis di atas bahwa Nabi pernah membeli makanan dari seorang 
yahudi  namun melebihi batas perjanjiannya ( jatuh tempo) dan ia menggadaikan baju 
besinya. Agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang Muslim dan non-Muslim 
dalam bidang muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangngya 
                                                             
12
Kementerian Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahnya, h. 50-51.  
13
M.Ali Hasan, Masail Fiqhiyah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)  h. 125. 
14
Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Mughirah Al-Bukhari, Shahih Bukhari juz III 
(PT:Makhtabah Al-Arabiyyah) h. 1926. 
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sekalipun kepada non-Muslim, dan harus ada jaminan sebagai pegangan sehingga 
tidak ada kekhawatiran bagi yang berpiutang.
15
 
 Dalam hadis tersebut telah dijelaskan bahwa gadai menggadaikan dibolehkan 
oleh Rasulullah saw. Dengan melakukan sesuai syarat-syarat gadai, secara tidak 
langsung Rasulullah saw memberikan petunjuk bahwa Rasulullah pernah 
memberikan jaminan kepada orang yahudi. 
3. Pendapat Ulama 
Pada dasarnya para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama 
tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya. 
Jumhur (kebanyakan) ulama berpendapat bahwa gadai disyari’atkan pada waktu tidak 
bepergian maupun bepergian, seperti yang pernah dilakukan oleh rasulullah. 
Dalam melakukan akad gadai hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang 
terdapat dalam hukum muamalah, prinsip yang dimaksud adalah: 
a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan 
oleh al-Qur’an dan sunnah Rasul, 
b. Muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela, pertimbangan tanpa mengandung 
unsur paksaan, 
c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 
menghindari mudharat dalam hidup bermasyarakat, 
d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari 
unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam 
kesempitan.
16
 
                                                             
15
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). h. 107. 
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Dari uraian di atas dapat ditarik pengertian bahwa sumber hukum muamalah 
adalah al-Qur’an dan as-sunnah, selain itu manusia diperbolehkan juga untuk 
mengatur bentuk-bentuk muamalah yang berkembang dalam masyarakat asal tidak 
bertentangan dengan nash. 
Sumber hukum gadai, selain al-Qur’an dan as-Sunnah, diperbolehkan untuk 
dijadikan pegangan adalah adat istiadat yang merupakan kebutuhan masyarakat yang 
bersifat positif dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
C. Rukun  dan Syarat Gadai 
Menurut Imam Syafi’i bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang 
berkriteria jelas dalam serah terima. Sedangkan Maliki mensyaratkan bahwa gadai 
wajid dengan akad dan setelah akad orang yang menggadaikan wajib menyerahkan 
barang jaminan kepada penerima gadai. 
1. Rukun Gadai 
Disamping syarat-syarat dalam perjanjian gadai di atas, di kenal adanya rukun 
gadai. Menurut hukum Islam bahwa rukun gadai itu ada 4 (empat) yaitu: 
a. Shigat atau perkataan (ijab dan qabul) 
b. Orang yang berakad (rahin dan murtahin) 
c. Harta yang dijadikan (marhun) 
d. Adanya utang (marhun bih)17 
Adapun mengenai rukun gadai dijelaskan sebagai berikut: 
1) Sighat atau perkataan  
                                                                                                                                                                             
16
Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 15. 
17
Sasli Rais, Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian 
Kontemporer), h. 42. 
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Menurut Abu Zahrah pengertian sighat atau akad menurut etimologi diartikan 
untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah ‘”al-
hilu” (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya. 
Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa dari pengertian “ikatan yang 
nyata antara ujung sesuatu (tali misalnya)”, diambillah kata akad untuk ikatan 
maknawi antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan, sedangkan dari pengertian 
“mengokohkan dan memperkuat” diambillah kata akad untuk arti “ahd” (janji). Dari 
gabungan dua pengertian tersebut maka akad dapat diartikan janji yang kuat (al-‘ahd 
al-mutsaq), dan tanggungan (dhaman), serta segala sesuatu yang menimbulkan 
ketepatan.
18
 
Rukun gadai akan sah apabila disertai ijab dan qabul, sedangkan ijab dan 
qabul adalah sighat Aqdi atas perkataan yang menunjukan kehendak kedua belah 
pihak, seperti kata : “saya gadaikan ini kepada saudara untuk utangku yang sekian 
kepada engkau” yang menerima gadai menjawab “saya terima marhun ini”. 
 Shigat aqdi memerlukan 3 syarat: 
a) Harus terang pengertiannya 
b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul 
c) Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.19 
Selain ketentuan di atas, akad gadai juga bisa dilakukan dengan bentuk 
bahasa, kata isyarat tersebut diberikan terhadap apa yang dimaksudkan, sebagaimana 
yang dikatakan oleh TM. Hasbi Ash-Shiddieqi dalam bukunya pengantar fiqh 
                                                             
18
Muhammad Abu Zahrah, Al-Malikiyah wa Nazhariyah Al-‘Aqd, Dar Al-Fikr Al-‘Arabiy, 
1976, h. 199.  
19
TM. Hasbi Ash-Shiddieqi, Pengantar Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Pustaka  Rizki Putra,  
1997), h. 26 . 
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muamalah bahwa isyarat bagi orang yang bisu sama dengan ucapan lidah (sama 
dengan ucapan penjelasan dengan lidah). 
2) Adanya pemberi gadai rahin dan murtahin 
Pemberi gadai haruslah orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan 
memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan penerima gadai adalah orang, 
bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan 
jaminan barang (gadai). 
3) Adanya barang yang digadaikan (marhun). 
Barang yang digadaikan harus ada wujud pada saat perjanjian gadai dan 
barang itu adalah barang milik si pemberi gadai (rahin), barang gadaian itu kemudian 
berada di bawah pengawasan penerima gadai (murtahin).
20
 
Pada dasarnya semua barang yang bergerak dapat digadaikan, namun ada juga 
barang bergerak tertentu yang tidak dapat digadaikan. Adapun jenis barang jaminan 
yang dapat digadaikan di pegadaian adalah:  
a) Barang-barang perhiasan: emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain 
b) Barang-barang elektronik: tv, kulkas, radio, tape, dan lain-lain 
c) Kendaraan: sepeda, motor, mobil. 
d) Barang-barang rumah tangga: barang-barang pecah belah 
e) Mesin: mesin jahit, mesin ketik dan lain-lain. 
f) Tekstil: kain batik, permadani. 
g) Barang-barang lain yang dianggap bernilai.21 
                                                             
20
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonisia (Kampus 
Fakultas Ekonomi UII, 2004), h. 160. 
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Sedangkan dalam teori gadai syariah, menurut ulama Syafi’iyah bahwa 
barang-barang yang dapat dijadikan barang jaminan adalah semua barang yang dapat 
diperjual-belikan, dengan syarat-syarat sebagai berikut: 
1) Barang yang mau dijadikan barang jaminan itu, berupa barang yang 
berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserah 
terimakan secara langsung 
2) Barang yang dijadikan barang jaminan tersebut menjadi milik, karena 
sebelum tetap barang tersebut tidak bisa digadaikan, dan 
3) Barang yang dijadikan jaminan itu, harus berstatus piutang bagi pemberi 
pinjaman.
22
 
4) Adanya Hutang (Marhun bih) 
Hutang (Marhun bih) merupakan hak yang wajib diberikan kepada 
pemiliknya, yang memungkinkan pemanfaatannya (artinya apabila barang tersebut 
tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah), dan dapat dihitung jumlahnya. Selain itu 
hutang yang digunakan haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga 
atau mengandung unsur riba. 
2. Syarat Gadai 
Menurut Sayid Sabiq, syarat sah akad gadai adalah sebagai berikut: 
a. Berakal 
b. Baligh (dewasa) 
                                                                                                                                                                             
21
Sasli rais, Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional (suatu kajian 
Kontemporer), h. 160. 
22
Imam Taqiyuddin, kafayatul Akhyar fii Halli Ghayati al-iktishar, Alih Bahasa Achmad 
Zainuddin dan A. Ma’ruf Asrori, Jilid 2, (Surabaya: PT Bina Ilmu,  1997), h. 59. 
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c. Wujudnya marhun (barang yang dijadikan jaminan pada saat akad) 
d. Barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau 
wakilnya.
23
 
Berdasarkan dari keempat syarat di atas dapat disimpulkan bahwa syarat sah 
gadai tersebut ada dua hal yaitu: 
1) Syarat aqidain (rahin dan murtahin) 
Dalam perjanjian gadai unsur yang paling penting adalah pihak-pihak yang 
melaksanakan perjanjian (unsur subjektif), yaitu cukup dengan melakukan tukar 
menukar benda, apabila mereka berakal sehat (tidak gila), dan telah mumayyiz 
(mencapai umur), kemudian untuk orang yang berada di bawah pengampuan atau 
wali dengan alasan amat dungu (sufih) hukumnya seperti mumayyiz, akan tetapi 
tindakan-tindakan hukum sebelum mencapai usia baligh diperlukan izin dari wali, 
apabila pengampu mengizinkan perjanjian gadai dapat dilakukan, tetapi apabila wali 
tidak mengizinkan perjanjian gadai tersebut batal menurut hukum.
24
 
2) Syarat barang gadai (marhun) 
Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun (barang yang digadaikan) 
sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya semua barang yang sah diperjualbelikan 
sah pula digadaikan. 
Menurut para pakar Fiqh Syarat Marhun adalah: 
a) Marhun itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih, 
b) Marhun itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal) 
c) Marhun itu jelas dan tertentu 
                                                             
23
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada 2003), h. 256. 
24Rahmat Syafi’i, Fiqh Muamalah. Cet III (Bandung: Pustaka Setia), 2006, h. 162. 
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d) Marhun itu milik sah rahin 
e) Marhun itu tidak terikat dengan hak orang lain 
f) Marhun itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa 
tempat, dan 
g) Marhun itu boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya.25 
Salah satu syarat bagi marhun adalah penguasaan marhun oleh rahin. 
Mengenai penguasaan barang yang digadaikan maka hendaklah ada barang yang 
digadaikan (oleh yang berpiutang) tetapi  ulama masih berselisih pendapat, apakah 
penguasaan barang ini merupakan syarat kelengkapan ataukah syarat sahnya gadai. 
Selama belum terjadi penguasaan, maka akad gadai tidak mengikat bagi orang yang 
menggadaikan. Bagi fuqaha yang menganggap penguasaan barang sebagai syarat 
kelengkapan akad gadai itu sudah mengikat dan orang yang menggadaikan sudah 
dipaksa untuk menyerahkan barang kecuali bila penerima gadai tidak mau adanya 
penentuan demikian. 
3. Hukum-hukum gadai dan dampaknya 
a. Hukum-hukum gadai 
Ada dua hal yang menjadi pembahasan hukum gadai (rahn): 
1) Hukum gadai (rahn) yang sahih  
2) Hukum gadai (rahn) yang ghair shahih 
                                                             
25
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam. Cet IV (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van 
Hoeve, 2000), h. 383. 
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Gadai (rahn) yang shahih adalah akad gadai yang syarat-syaratnya terpenuhi. 
Sedangkan (rahn) ghair shahih adalah akad gadai yang syarat-syaratnya tidak 
terpenuhi. Di kalangan Hanafiah, ghair shahih itu terbagi  dua bagian: 
a) Bathil, dan 
b) Fasid 
Akad yang batil adalah akad yang terjadi karena kerusakan  pada pokok akad, 
misalnya hilangnya kecakapan pelaku akad (rahin dan murtahin) misalnya gila atau 
idiot, atau kerusakan pada objek akad, misalnya barang yang digadaikan (marhun) 
tidak bernilai harta sama sekali. Sedangkan fasid adalah suatu akad yang terjadi 
kerusakan pada sifat akad, misalnya barang yang digadaikan ada dengan barang lain, 
atau barang barang yang digadaikan itu masih di tangan penjual dan belum 
diserahkan kepada pembeli. Akan tetapi, menurut riwayat zhahir dari hanafih, gadai 
sah dengan barang yang dijual sebelum diterima oleh pembeli. 
1. Hukum Gadai yang Shahih 
Akad gadai mengikat bagi rahin, bukan murtahin. Oleh karena itu, rahin tidak 
berhak untuk membatalkan akad karena gadai merupakan akad jaminan (borg) atas 
utang. Sebaliknya, murtahin berhak membatalkan akad gadai kapan saja ia kehendaki, 
karena akad tersebut untuk kepentingannya. 
Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Hanafiah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, 
akad gadai baru mengikat dan menimbulkan akibat hukum apabila barang jaminan 
telah diserahkan. Sebelum barang jaminan diterima oleh murtahin maka rahin berhak 
untuk meneruskan atau membatalkannya. Alasannya seperti dikemukakan dimuka 
adalah Q.S Al-baqarah/2:283: 
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                   
Terjemahnya: 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu 
tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan 
yang dipegang (oleh orang yang berpiutang).
26
 
 
Kata rihanun adalah masdhar yang disertai dengan fa’a sebagai jawab syarat 
mengandung arti amar (perintah), yakni farhanu (maka gadaikanlah). Perintah 
terhadap sesuatu (gadai) yang disifati dengan suatu sifat (maqhudhah) menunjukan 
bahwa sifat tersebut merupakan syarat. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian 
tersebut akad gadai belum mengikat (lazim) kecuali setelah diterima (qabdh).  
Menurut Malikiyah, akad gadai mengikat (lazim) dengan terjadinya ijab dan 
qabul, dan sempurna dengan terlaksananya penerimaan (qabdh). Dengan demikian, 
apabila ijab dan Qabul telah dilaksanakan maka  akad langsung mengikat, dan rahin 
dipaksa untuk menyerahkan barang gadaian (borg) kepada murtahin. Alasannya 
seperti telah dikemukakan di atas adalah meng-qiyaskan akad gadai dengan akad-
akad lain yang mengikat dengan telah dinyatakannya ijab dan qabul, berdasarkan 
firman Allah Q.S. Al-Maidah/5:1. 
                               
                     
Terjemahnya: 
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Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu 
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya. qad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan 
Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.
27
 
2. Hukum Gadai (rahn) yang fasid 
Para ulama mazhab sepakat bahwa akad gadai yang tidak shahih, baik fasid 
maupun batil tidak menimbulkan akibat-akibat hukum berkaitan dengan barang yang 
digadaikan. Dalam hal ini murtahin tidak memiliki hak untuk menahan borg, rahin, 
berhak meminta kembali barang yang digadaikannya dari murtahin. Apabila 
murtahun menolak mengembalikannya sehingga barangnya rusak, maka murtahin 
dianggap sebagai ghasib, dan ia harus mengganti kerugian dengan barang yang sama 
apabila mal-nya termasul mal mitsi, atau membayar harganya apabila malnya 
termasuk mal qini. 
Apabila rahin meninggal dan ia berutang kepada beberapa orang maka 
murtahin dalam gadai yang fasid lebih berhak untuk diproritaskan dari pada kreditor 
yang lain. Hal ini sama seperti halnya dalam gadai yang sahih. Pendapat ini 
dikemukakan oleh Hanafiah dan Malikiah. Mrnurut syafi’iyah dan hanabilah, hukum 
akad gadai yang fasid sama dengan akad yang shahih dalam hal ada dan tidak adanya 
dhaman (tanggung jawab). Hal tersebut dikarenakan apabila suatu akad yang shahih 
menghendaki adanya penggantian (dhaman) setelah terjadiya penyerahan apalagi 
dalam akad yang fasid. Apabila dala akad yang shahih murtahin tidak bertanggung 
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jawab atas rusaknya borg bukan karena kelalaian atau keteledorannya, maka 
demikian pula dengan akad gadai yang fasid.
28
 
b. Akibat-akibat Hukum rahn 
Apabila akad gadai telah sempurna dengan diserahkannya barang yang 
digadaikan kepada murtahin, maka timbullah hukum-hukum sebagai berikut: 
1) Adanya hubungan antara utang dengan Borg 
Utang tersebut hanya sebatas utang yang diberikan jaminan (borg), bukan 
utang-utang lainnya. 
2) Hak untuk menahan borg 
Adanya hubungan antara utang dan borg memberikan hak kepada murtahin 
untuk menahan borg di tangannya atau ditangan orang lain yang disepakati bersama 
dengan tujuan untuk mengamankan utang. Apabila utang telah jatuh tempo maka 
borg bisa dijual untuk membayar utang. 
3) Menjaga Borg 
Dengan adanya hak menahan borg, maka murtahin wajib menjaga borg 
tersebut, seperti ia menjaga hartanya sendiri, karena borg tersebut ,merupakan titipan 
dan amanah. Demikian pula istrinya, anak-anaknya serta pembantunya yang tinggal 
bersamanya diwajibkan turut menjaga borg tersebut. 
D. Berakhirnya akad 
Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut: 
1. Diserahkan borg kepada pemiliknya 
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Menurut jumhur ulama, akad gadai berakhir karena diserahnkannya borg 
kepada pemiliknya (rahin). Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan 
terhadap utang. Apabila borg diserahkan kepada pemiliknya, maka jaminan 
dianggap tidak berlaku. 
2. Utang telah dilunasi sepenuhnya 
3. Penjualan secara paksa 
4. Utang telah dibebaskan oleh pemberi gadai. 
5. Gadai telah fasakh (dibatalkan) oleh pihak murtahin, walaupun tanpa 
persetujuan rahin. Apabila pembatalan tersebut dari pihak rahin maka gadai 
tetap berlaku dan tidak batal. 
6. Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya rahin sebelum borg 
diterima oleh murtahin, atau kehilangan ahliyatul ad’a , seperti pailit, gila, 
atau sakit keras yang membawa pada kematian. 
7. Rusaknya borg (benda yang digadaikan) terhadap borg yang disewakan, 
hibah, atau shadaqah. Apabila rahin atau murtahin menyewakan, 
menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual borg kepada pihak lain atas izin 
kedua belah pihak maka akad gadai berakhir. 
E. Pengambilan manfaat barang gadai 
Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan ulama berbeda 
pendapat. Diantaranya pendapat jumhur ulama dan ahmad. 
Jumhur ulama berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambilsuatu 
manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, karena hal 
ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan 
termasuk riba. Rasulullah bersabda: 
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  تم اس ا ُا نب ث ر ايلا ه ا ً ر( بر ٌيف تعفنم رج ض رة لك)  
Artinya:  
“setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (riwayat Haris bin Abi 
Usamah)”. 
 Menurut Imam Ahmad, ishak, al- Laits dan Al-Hasan, bahwa jika barang 
gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat 
diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda 
gadai tersebut sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama 
kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Rasullullah bersabda: 
Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila 
digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena 
pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya 
wajib memberikan biaya.
29
 
Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekankan kepada 
biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang-barang 
gadai seperti diatas punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai 
berkewajiban memberikan makanan, bila barang gadaian itu berupa hewan. Harus 
memberikan bensin bila barang gadaian berupa kendaraan. Jadi dibolehkan disini 
adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.
30
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F.  Resiko kerusakan marhun  
Bila marhun hilang di bawah penguasaan murtahin, maka murtahin tidak 
wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian murtahin 
atau disia-siakan. 
G.   Penyelesaian Gadai 
Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, maka dalam gadai 
tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalnya ketika akad gadai dicapkan “apabila 
rahin tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka 
marhun menjadi milik murtahin sebagai pembayaran utang”, sebab ada kemungkinan 
bahwa pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga 
marhun akan lebih kecil dari pada utang rahin yang harus dibayar, yang 
mengakibatkan ruginya murtahin, sebaliknya ada kemungkinan juga bahwa harga 
marhun pada waktupembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya 
daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak rahin. 
Adanya syarat seperti diatas diadakan dalam akad gadai, maka akad gadai itu 
sah tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan.  
Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan rahin belum 
membayar utangnya, hak murthin adalah menjual marhun, pembelinya boleh 
murtahin sendiri atau yang lain tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu 
itu dari penjualan marhun tersebut, hak murtahin hanyalah sebesar piutangnya, 
dengan akibat apabila harga penjualan marhun lebih besar dari jumlah utang, sisanya 
dikembalikan kepada rahin, apabila sebaliknya, harga penjualan marhun kurang dari 
jumlah utang, rahin masih menanggung pembayaran kekurangannya. 
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H.  Riba dalam Gadai 
Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjajian utang-piutang, hanya saja 
dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai 
ditentukan bahwa rahin harus memmberikan tambahan kepada murtahin ketika 
membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat 
tersebut dilaksanakan. 
Bila rahin tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah 
ditentukan, kemudian rahin menjual marhun dengan tidak memberikan kelebihan 
harga marhun kepada rahin maka di sini juga telah berlaku riba. 
 30 
 
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur 
yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin.
1
 Metodologi juga merupakan analisis 
teoritis mengenai suatu cara atau metode.  Penelitian  merupakan suatu penyelidikan 
yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu 
usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang 
memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari 
berbagai aspek yang mendorong di lakukannya. Setiap orang mempunyai motivasi 
yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. 
Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa 
penelitian merupakan suatu refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha 
untuk mengetahui sesuatu.  Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan 
pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi 
untuk melakukan penelitian. 
Untuk memperoleh kesimpulan dan analisis data yang tepat, serta dapat 
mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulisan dan 
pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 
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31 
 
 
A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif, yaitu 
penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang 
lengkap dan valid mengenai praktek mappasanrra tanah sawah Desa Tanah Harapan 
di  Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. 
Lokasi penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data berpusat di Desa 
Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. 
B.  Pendekatan penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis syar’ih, yaitu mengkaji data 
yang ada di Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba berdasarkan prinsip-prinsip 
hukum Islam. 
C.  Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer 
Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian 
secara langsung.
2
 Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemerintah, 
warga dan tokoh masyarakat di Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. 
2. Data Sekunder 
  Jenis data sekunder adalah yang dapat dijadikan sebagai pendukung data 
pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat 
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Joko P. Subagyo, Metode penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) 
h. 88. 
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memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.
3
 
Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer adalah 
berupa buku, jurnal, majalah dan pustaka lain yang berkaitan dengan tema penelitian. 
D.   Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh informasi dan data sebagai bahan penulisan ini maka 
penulis menggunakan metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data 
yang dihimpun oleh penulis yaitu: 
1. Riset Kepustakaan  
Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca berbagai buku 
literatur dan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan masalah yang akan 
dibahas dalam skripsi ini. 
2. Riset lapangan 
Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian, 
seperti: 
a. Observasi 
       Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu 
pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap objek 
sasaran.
4
Metode ini juga biasa diartikan sebagai pengamatan atau pencatatan data 
sistematik fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk memperoleh 
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 Suryadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85 
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 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: PT. 
Asdi Mahasatya, 2006) h. 104. 
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data tentang praktek gadai sawah yang dilakukan oleh warga Desa Tanah 
harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. 
b. Wawancara (Interview) 
Adalah suatu proses tanya jawab secara lisan dengan dua orang atau lebih 
berhadap-hadapan secara fisik yang satu melihat yang lain dan mendengarkan secara 
langsung. Dilakukan untuk memperoleh data dengan memakai pokok-pokok 
wawancara sebagai pedoman agar wawancara terarah. Wawancara ini dilakukan 
dengan mengambil responden dari pihak penggadai (rahin) dan penerima gadai 
(murtahin), dan sebagai informannya adalah tokoh masyarakat setempat dan pihak 
pemerintah agar wawancara ini lebih kuat. 
c. Dokumentasi 
Metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 
berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah,  tesis, makalah, dan jenis karya 
tulis, agenda dan sebagainya.
5
 Dalam skripsi ini penulis mengambil dokumentasi 
yang langsung diambil dari obyek penelitian. 
E.  Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian field research kualitatif yang menjadi instrumen atau alat 
penelitian adalah penelitian sendiri. Penelitian sebagai human instrument berfungsi 
menetapkan fokus penelitian, yakni mencari informasi dari pemerintah setempat, 
masyarakat yang melakukan praktek mappasanrra  dan dari tokoh masyarakat di 
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 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek) (Jakarta: PT. Ranika 
Cipta, 1998), h. 273. 
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Desa Tanah harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan tujuan 
untuk mendapatkan gambaran mengenai gadai tanah yang terjadi didaerah tersebut. 
Guna melakukan pengumpulan data, dan membuat kesimpulan atas temuan 
nantinya.
6
Agar validitas hasil penelitian bisa bergantung pada kualitas instrumen 
pengumpulan data.
7
 
Adapun instrumen penelitian atau alat yang digunakan oleh peneliti untuk 
meneliti adalah pedoman wawancara, buku catatan, Tape recorder, dan kamera. 
F.  Teknik pengelolaan dan Analisis data 
                                Pengolahan data merupakan suatu teknik dalam penelitian kualitatif yang dilakukan 
setelah data lapangan terkumpul. Data terbagi menjadi dua, yaitu data lapangan (data 
mentah) dan data jadi. Data lapangan atau data mentah merupakan data yang 
diperoleh saat pengumpulan data. Data mentah pada penelitian ini adalah berupa data 
lisan (berupa tuturan), data tertulis serta foto. Data lisan dan tertulis tersebut 
diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber atau subjek penelitian. Data yang 
berupa foto merupakan data yang berfungsi mendeskripsikan suatu hal, benda, 
maupun kejadian saat observasi maupun saat pengumpulan data. setelah semua data 
terkumpul yang melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka data-data 
tersebut baru bisa di olah serta disimpulkan dari hasil penelitian kualitatif deskriptif 
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Neong Muhajir, Metedologi Penelitian Kualitatif (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Selatan, 
1998), h. 306.  
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Saifuddin Azwar, Metode Penelitian(Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 34.   
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terkait dengan penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mappasanra 
Tanah Sawah di  Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. 
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BAB IV 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MAPPASANRA 
TANAH SAWAH DI DESA TANAH HARAPAN KECAMATAN RILAU ALE 
KABUPATEN BULUKUMBA 
 Pada bab ini akan dibahas secara umum tentang wilayah di  Kecamatan Rilau 
Ale  Kabupaten Bulukumba. 
       Batas Wilayah Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba 
  Sebelah Utara: Kecamatan Bulukumpa 
  Sebelah Timur: Kecamatan Ujung Loe 
   Sebelah Selatan: Ujung Bulu 
   Sebelah Barat: Kecamatan Gantarang / Kindang. 
 Terletak pada 05”23’LS S/D 05”<8 LS Dan 102:07’BT S/D 120’15 BT. Ketinggian 
500 S/D 700 DPL. 
 Terdiri dari 15 Desa : 
1.  Desa Anrang 
2. Desa Bajiminasa 
3. Desa Batukaropa 
4. Desa Bonto Mate’ne 
5. Desa Bonto Bangun 
6. Desa Bontoaru 
7. Desa Bontoloe 
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8. Desa Bonto Manai 
9. Desa Bululoe 
10.  Desa Karama 
11.  Desa Palampang 
12.  Desa Pangaloang 
13.  Desa Swatani 
14.  Desa Tanah Harapan 
15.  Desa Topanda. 
 
A. Gambaran Umum Desa Tanah Harapan 
1. Kondisi Geografis 
a. Letak dan Batas Desa Tanah Harapan 
Desa Tanah Harapan merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Rilau 
Ale kabupaten Bulukumba. Sebagai Desa yang terletak di Kecamatan Rilau Ale, Desa 
Tanah Harapan mempunyai batas wlayah yaitu: 
1) Sebelah Utara : Desa Topanda 
2) Sebelah Timur : Desa Bijawang 
3) Sebelah Selatan : Desa Bijawang/Bontonyeleng 
4) Sebelah Barat : Desa  Bontomanai1 
Wilayah di  Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten 
Bulukumba 
b. Luas Wilayah 
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Sumber Data Monografi Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale  Kabupaten Bulukumba. 
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Desa Tanah Harapan mempunyai luas wilayah desa 8656 ha/m
2
 
  1).  Luas Lahan Sawah :83 ha/m
2 
  2). Luas lahan pemukiman :9,5 ha/ m
2 
  3). Luas Lahan perkebunan :142,48 ha/ m
2 
  
4). Luas Pekarangan  :6.4 ha/ m
2 
c. Struktur Organisasi 
Dalam struktur pemerintahan di Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale 
Kabupaten Bulukumba di pimpin oleh Kepala Desa. Dalam menjalankan 
pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan Kepala Urusan (Kaur). 
Adapun sususan pemerintahan Desa Tanah Harapan pada tahun 2016 sebagai berikut: 
Tabel I 
Struktur Pemerintahan pada tahun 2016.
2
 
No Jabatan Nama 
1 Kepala Desa Umar Para’ 
2 Sekertaris Desa Pamiludding  
3 Ka. Ur. Pemerintahan M. Saleh 
4 Ka. Ur. Kesra Arifin Para’ 
5 Ka. Ur. Keuangan Enni Syamsi, S.pd. 
6 Ka. Ur. Umum Nani Jafar 
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Format laporan profil Desa, Sumber Data Arsip Data kantor Desa Tanah Harapan tahun 
2016, h. Ix. 
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Desa Tanah Harapan terdiri dari 890 kepala keluarga dengan penduduk 
berjumlah 2884 jiwa yang terdiri 1547 orang perempuan dan 1338 laki-laki.
3
 
2. Kondisi sosial Budaya, keagamaan dan Ekonomi 
a. Keadaan sosial 
Penduduk Desa Tanah Harapan sangat memperhatikan masa depan anak-
anaknya. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah usia sekolah yang berhasil 
menyelesaikan pendidikan sampai taraf SMA dan kemudian melanjutkan ke 
Perguruan Tinggi (D3 dan SI) yang bersifat keagamaan, yaitu pendidikan dipondok 
pesantren.  
Di Desa Tanah Harapan juga terdapat fasilitas umum seperti tempat ibadah, 
sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya. 
Tabel 3 
Banyaknya Sarana Umum di Desa Tanah Harapan tahun 2016
4
 
No. Jenis sarana Jumlah 
1 Mesjid 5 
2 Musholla - 
3 Taman Kanak-kanak 2 
4 Sekolah Dasar 1 
5 Sekolah Menengah Pertama - 
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 Sumber data dan Arsip Data kantor Desa  Tanah Harapan tahun 2016, h. 2. 
4
 Sumber data dan  Arsip Data kantor Desa  Tanah Harapan tahun 2016. 
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6 Sekolah Menengah Atas 1 
7 Lapangan Olahraga 2 
 
Dalam upaya untuk mewujudkan terciptanya suatu keadilan sosial bagi 
masyarakat dengan pemerataan pembangunan yang bergerak di bidang sosial 
meliputi: 
1. Peningkatan kesadaran sosial, 
2. Perbaikan pelayanan sosial, 
3. Bantuan sosial bagi anak yatim piatu. 
b. Keadaan Budaya 
Masyarakat di Desa Tanah Harapan sebagai masyarakat ber-etnis Bugis 
mempunyai corak budaya seperti masyarakat Bugis pada umumnya. Budaya 
Mayarakat ini sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Islam, budaya tersebut 
dipertahankan oleh masyarakat sejak dahulu sampai sekarang. Adapun budaya 
tersebut adalah: 
1. Barazanji, kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan cara membaca 
kitab Al-berzanji, biasanya dilakukan pada malam jum’at disetiap kegiatan 
yang dilakukan dirumah warga, dimesjid dan di Mushollah. 
2. Yasinan, Budaya ini dilaksanakan masyarakat jika ada warga yang meminta 
dilakukan yasinan dirumah mereka. 
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3. Re’bana, Kegiatan kesenian ini dilakukan untuk memeriahkan acara 
pernikahan, acara khitanan, acara musabakah, dan hari-hari besar agama 
islam. 
4. Tahlil, kegiatan tahlil merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada saat 
masyarakat mempunyai Hajat, kematian, acara tahlil tersebut dilakukan oleh 
ibu-ibu dirumah Penduduk yang mempunyai hajat tersebut.
5
 
Begitu pula dalam upacara adat yang ada di Desa Tanah Harapan juga 
berusaha melestarikan budaya bangsa agar bisa mencerminkan nilai-nilai leluhur 
bangsa yang berdasarkan pancasila. Dengan melakukan pembinaan kepada generasi 
muda, agar mereka tidak melupakan nilai-nilai tradisi yang telah turun-temurun 
dilakukan. 
Untuk mengatasi budaya yang kurang baik maka dilakukan langkah-langkah 
berikut: 
1) Pembinaan nilai-nilai budaya yang ada di Desa Tanah Harapan, 
2) Menanggulangi pengaruh budaya asing, 
3) Memelihara dan mengembangkan budaya yang ada di Desa Tanah Harapan , 
4) Pembinaan bahasa nasional dan bahasa daerah. 
c. Keadaan keagamaan 
Bagi orang Islam kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, 
pengajian, peringatan hari besar Islam, silaturahmi, zakat, infaq, dan sebagainya, baik 
diselenggarakan di masjid, musollah, maupun dirumah penduduk. 
                                                             
5
Hasil wawancara dengan Bapak M. Saleh Ka.Ur Pemerintahan pada tanggal 8 juli 2016. 
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Kondisi Masyarakat Desa ini  yang beragama Islam, membuat kegiatan didesa 
tersebut sangat erat berhubungan dengan nuasansa Islam. Hal tersebut terlihat dari 
kegiatan-kegiatan yang ada dan dilaksanakan, seperti pengajian rutin, peringatan hari 
besar Islam dan yang lainnya.  
Sehingga untuk menjaga dan melestarikan keberagaman di masyarakat di 
Desa Tanah Harapan sangat tergantung pada warganya. Maka diambil langkah-
langkah seperti: 
1. Mengadakan pengajian rutin seminggu sekali bagi ibu-ibu. 
2. Mengadakan pesantren kilat setiap bulan puasa bagi anak-anak sekolah. 
3. Memberdayakan alaumni pesantren.6 
d. Keadaan Ekonomi 
Masyarakat di Desa Tanah Harapan sebagian besar mata pencahariannya 
adalah sebagai petani, baik musim penghujan maupun kemarau, sedangakan yang 
lainnya sebagai pedagang dan buruh bangunan. 
Keadaan ekonomi Desa Tanah Harapan sebagian besar ditopong oleh hasil-
hasil pertanian, di samping itu keadaan ekonomi masyarakat Desa ini ditopong oleh 
sumber lain seperti buruh tani, perantau, pedagang, pegawai negeri, peternak, tukang 
kayu, penjahit, guru swasta, wiraswasta, supir dan sebagainya. 
                                                             
6
Hasil wawancara dengan Bapak M. Saleh, Ka.Ur Pemerintahan pada tanggal 18 juli 2016. 
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Kondisi ekonomi di Desa Tanah Harapan bisa dikatakan cukup rendah, untuk 
mengatasi rendahnya perekonomian tersebut diadakan langkah-langkah sebagai 
berikut: 
1. Bidang pertanian 
Untuk meningkatkan perekonomian Desa Tanah Harapan pemerintah 
melakukan langkah-langkah berikut: 
a. Mengaktifkan kelompok-kelompok tani (kelompok tani pertanian agar lebih maju 
dibanding dari tahun-tahun sebelumnya. 
b. Meningkatkan produksi pangan dengan meningatkan penyuluhan-penyuluhan 
terhadap kelompok tani agar memahami cara menanam tanaman pangan melalui 
intensifikasi pertanian. 
c. Memperbaharui saluran irigasi yang sudah tidak berfungsi agar difungsikan 
kembali dan bisa dimanfaatkan oleh para petani pengguna irigasi tersebut. 
d. Pengadaan air bersih secara swadaya masyarakat dan mengajukan permohonan 
bantuan kepada dinas terkait. 
e. Menggiatkan partisipasi warga untuk membangun swadaya agar dalam 
pembangunan tersebut dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. 
2. Bidang industri 
Dalam upaya meningkatkan perekonomian di Desa Tanah Harapan 
pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 
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a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok-kelompok industri      
kecil dan industri rumah tangga untuk meningkatkan hasil yang berkualitas dan 
berkuantitas. 
b. Memanfaatkan industri rumah tangga seperti pembuatan kamboti, bakul dan 
hiasan lainnya.
7
 
B. Praktik  pelaksanaan Gadai (Mappasanrra) tanah sawah di Deesa Tanah 
Harapan Pengertian Mappasanrra 
Masyarakat di Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten 
Bulukumba disamping sebagai petani mereka juga sebagai pedagang dan pegawai, 
namun dalam hal keadaan mendesak seperti butuh biaya untuk menyekolahkan 
anaknya, modal usaha, biaya pernikahan dan sebagainya, mereka terpaksa 
menggadaikan sawahnya atau hartanya. Sawah yang digadaikan tersebut adalah tanah 
milik mereka sendiri.
8
 
Masyarakat bugis khususnya di Desa Tanah Harapan menyebut gadai dengan 
sebutan Mappasanra yaitu transaksi gadai tanah sebagai jaminan dan tanah itu 
dimanfaatkan oleh penerima gadai. Orang melakukan gadai disebut (pabbere sanra) 
dan penerima gadai disebut (Pattarima sanra). 
Adapun mengenai batas waktu pengembalian, ada beberapa pilihan antara 1 
atau 2 tahun dan tanpa batas tertentu, tetapi biasanya waktu tidak pernah ditentukan, 
                                                             
7
Hasil wawancara dengan Ibu Nani Jafar, Ka.Ur Umum Desa Tanah Harapan pada tanggal 18 
juli 2016. 
8
Hasil Wawancara dengan Ibu Nani Jafar, Ka.Ur Umum Desa Tanah Harapan pada tanggal 18 
juli  2016. 
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asalkan uang sudah dikembalikan maka tanah yang digadaikan pun dikembalikan 
kepada pemiliknya. Disisi lain,  apaila sudah sampai batas waktu ditentukan, 
penggadai belum mampu untuk membayar pinjamannya, maka para pihak harus 
sepakat untuk membuat perjanjian baru.   
Berdasarkan interview banyak terjadi jika sampai batas waktu atau jatuh 
tempo si penggadai belum mampu membayarkan hutangnya sehingga jika tanah 
tersebut digarap oleh penerima gadai, maka dia masih berhak menggarap sawah 
tersebut sampai penggadai melunasi hutangnya. Hal ini bisa terjadi sampai tujuh 
tahun bahkan bisa lebih.
9
 
Tabel 3 
   Data gadai
10
 
No Pemberi Gadai Penerima 
Gadai 
Barang 
Gadaian 
Jumlah 
Utang 
Tahun 
1 Masnawati Lahabo Tanah 
sawah 
Rp.40.000.000,00 1992 
2 Nani Jafar Omar Saleh Tanah  
Sawah 
Rp.50.000.000,00 2015 
3 Sukmawati Pallatang Tanah Rp. 20.000.000 2015 
                                                             
9
Wawancara dengan Nani Jafar Ka.Ur. Umum di Desa Tanah Harapan pada tanggal 18 juli 
2016 
10
Hasil wawancara dengan pemerintah setempat, Tokoh masyarakat dan masyarakat yang 
melakukan transaksi gadai.  
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sawah 
4 Arifin Para H.Marsede 
Dannu 
Tanah 
sawah 
Rp. 40.000.000 2000 
5 Hj. Hania Sabania Tanah 
sawah 
Rp.100.000.000 2016 
6 Tawile Sukmawati Tanah 
sawah 
Rp. 20.000.000 2014 
7 Jumria H.Sakka Tanah 
sawah 
Rp. 15.000.000 2014 
8 Abd. Asiz Sainudding Tanah 
sawah 
Rp. 30.000.000 2014 
9 Sangkala/Nasri Rahman Tanah 
sawah 
Rp. 30.000.000 2015 
 
1. Proses Terjadinya Gadai (Mappasanrra) 
Semua manusia pasti memerlukan orang lain, sebab manusia bukan 
merupakan makhluk individu. Akan tetapi, manusia adalah makhluk sosial yang 
harus bermasyarakat antara satu orang dengan yang lainnya. Sebab mereka saling 
membutuhkan satu sama lain untuk mencukupi kelangsungan hidupnya. Maka 
dengan demikian terjadi muamalah seperti adanya praktek gadai (mappasanra). 
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Dalam praktek Mappasanrra di Desa Tanah Harapan mula-mula si A (rahin) 
mendatangi si B (murtahin) dengan mengungkapkan maksudnya untuk meminjam 
sejumlah uang, maka dilakukan perjanjian yang mana dalam perjanjian tersebut 
disebutkan jumlah uang yang akan dipinjam beserta jangka waktu pinjaman.
11
 
Proses terjadinya akad gadai ada yang dilakukan  diatas tangan yakni tanpa 
sepengetahuan pemerintah setempat dengan asumsi saling percaya diantara kedua 
belah pihak. Tetapi ada juga yang dilakukan di rumah tokoh masyarakat. 
Sedang dari penerima gadai, penyusun memperoleh informasi/data yang bila 
disimpulkan ada dua faktor: 
a. Lingkungan 
Karena masyarakat di  Desa inisudah terbiasa sejak zaman dahulu 
menggadaikan sawah, sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah 
menjadi adat kebiasaan karena sudah terbiasa, maka sudah menjadi ketetapan umum 
bila seseorang menggadaikan sawahnya. 
b. Faktor ingin menolong 
Berangkat dari rasa tolong menolong, maka sipenerima gadai (murtahin) 
meminjamkan uangnya kepada sipenggadai (rahin). Karena sebagai rasa terima kasih 
rahin kepada murtahin karena telah meminjamkan uang maka rahin mnyerahkan 
sawahnya kepada sipenerima gadai sebagai jaminan dan untuk digarap. 
 
                                                             
11
Hasil wawancara dengan bapak M. Saleh  pada tanggal 09 Juni 2016. 
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2. Hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai 
a. Hak penggadai dan penerima gadai 
1. penggadai 
Setelah penyusun mengadakan wawancara dalam praktek gadai sawah di Tanah 
Harapan hak penggadai antara lain sebagai berikut: 
a) mendapatkan sejumlah uang dari penerima gadai 
2. penerima gadai 
a) memnfaatkan tanah sawah yang dijadikan jaminan 
b) membuat perjanjian baru jika sudah jatuh tempo 
c) menagih uang pinjaman jika sudah jatuh tempo 
d) membuat perjanjian baru dengan orang lain dengan seizin penggadai. 
b. Kewajiban penggadai dan penerima gadai 
1. Penggadai 
a) Menyerahkan sebagian tanahnya dan dimanfaatkan oleh penerima gadai 
b) Mengembalikan uang pinjaman kepada penerima gadai 
2. Penerima gadai 
a) Menyerahkan uang pinjaman kepada penggadai atas terjadinya transaksi 
mappasanrra  
b) Mengembalikan tanah sawah yang dijadikan jaminan jika uang sudah dibayar. 
3. Pemanfaatan barang gadai 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa pemanfaatan barang gadai tanah 
di dalam masyarakat Bugis di Desa Tanah Harapan dilakukan oleh penerima gadai 
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tersebut. Pemanfaatan barang gadai yang dilakukan beraneka ragam sesuai dengan 
keinginan penerima gadai dan pemanfaatan tersebut tidak ditulis dalam suatu 
perjanjian. 
 Pemanfaatan barang gadai dikelola atau digarap oleh orang ketiga atau orang 
lain yang dipercaya dengan ketentuan bagi hasil bagi penggarap dengan sipenerima. 
Meskipun demikian, kebanyakan tanah sawah yang dijadikan sebagai jaminan itu 
digarap dan dikelola oleh penerima gadai itu sendiri. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa, hasil dari pemanfaatan barang gadai 
tidak dilakukan bagi hasil antara pemberi gadai dengan penerima gadai. Hasil 
tersebut semuanya diambil oleh penerima gadai. Bagi hasil hanya  terjadi jika barang 
gadai tersebut dalam hal ini tanah sawah dikelola oleh pihak ketiga, yaitu hasilnya 
dibagi antara pengelola dengan penerima gadai sebagai orang yang membiayainya. 
Oleh karena itu, pemanfaatan barang gadai (tanah sawah) yang terjadi dalam 
masyarakat bugis di Tanah Harapan KecamatanRilau Ale Kabupaten Bulukumba 
harus ditinjau ulang karena merugikan bagi pemberi gadai (rahin). Demikianlah 
penelitian terhadap pemanfaatan tanah sawah sebagai barang gadai dalam masyarakat 
di Desa tersebut. 
4. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai 
(Mappasanrra). 
Menurut salah seorang tokoh masyarakat Desa Tanah Harapan P.Sakka 
berpendapat bahwa tidak boleh penerima gadai memanfaatkan barang yang dijadikan 
jaminan, hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan 
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sebagai amanat bagi penerimanya. Hak penerima gadai terhadap barang tersebut 
hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada 
guna pemanfaatan atau pemungutan hasil. Tetapi berbeda dengan praktek gadai 
(mappasanra) yang terjadi dimasyarakat Desa tersebut, barang jaminan dimanfaatkan 
tanpa seizin pemiliknya sehingga menimbulkan ketidakadilan. Apalagi hasil 
pemanfaatan barang jaminan yang melimpah dinikmati oleh sipenerima gadai, hal ini 
menambah rasa ketidakadilan bagi si penggadai. Menanggapi permasalahan yang 
terjadi di Desa tersebut P.Sakka dengan tegas menyatakan pemanfaatan barang 
jaminan tanpa izin dari pemiliknya tidak sah hukumnya. Selain it, P.Sakka 
menambahkam bahwa praktek mappasanra tersebut terdapat unsur riba. Karena si 
penerima gadai mengambil keuntungan dari barang jaminan.
12
 
C.  Praktek Mappasanra Tanah di Desa Tanah Harapan Menurut hukum Islam 
Gadai merupakan perjanjian akad dalam bermuamalah yang dilakukan oleh 
dua pihak dalam bentuk utang-piutang dengan menyerahkan sesuatu (barang) sebagai 
jaminan hutang. Perjanjian gadai dibenarkan dalam firman Allah SWT dalam surah 
Albaqarah/2:283: 
                    
 
                                                             
12
Hasil wawancara dengan Bapak Sakka tokoh masyarakat di Desa Tanah Harapan 
Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Pada tanggal 09 juni 2016. 
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Terjemahnya: 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis , maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).
13
 
 
 Pengertian    ةض ىبقم نه رف  dalam ayat di atas yaitu barang tanggungan yang 
dipegang. Barang tanggungan tersebut dalam masyarakat Desa Tanah Harapan 
disebut dengan mappasanra. 
Munculnya gadai sebagai perbuatan hukum dalam muamalah karena adanya 
salah satu pihak yang bermuamalah melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan 
berupa hutang karena perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang mendesak. 
Bila mencermati ayat tersebut dia atas, maka illat hukum yang terkandung 
adalah faktor kebutuhan, hal ini dapat dijumpai dalam pendapatnya al-syaukani yang 
mengemukakan bahwa barang siapa dalam perjalanan melakukan utang piutang dan 
tidak dijumpai seorang penulis maka untuk meringankannya diadakannya jaminan 
yang dipegang.
14
 Jadi adanya perjanjian utang piutang karena adanya kebutuhan 
mendesak. 
Alasan untuk mengadakan perjanjian mappasanra tanah itu lazimnya ialah 
bahwa pemilik tanah butuh uang. Bilamana tidak dapat mencukupi kebutuhannya, 
maka ia dapat mempergunakan tanahnya untuk memperoleh uang untuk memenuhi 
kebutuhannya  dengan jalan membuat perjanjian mappasanra. 
                                                             
13
Kementerian Agama, AL-Qur’an dan Terjemahnya, h. 71.  
14Imam Muhammad ‘Ali Ibn as-Syaukani, Fath al-Qadir, (beirut: Dar: al-Kutub al-‘ilmiyyah 
1410 H/1994 M), I:383. 
52 
 
36 
 
Dari sini dapat dilihat bahwa gadai tanah menurut adat adalah perjanjian  yang 
menyebabkan bahwa tanah itu diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai 
dengan perjanjian bahwa sipemilik tanah akan berhak mengembalikan tanahnya 
dengan jalan membayar hutang sejumlah yang sama.
15
 
Manusia sebagai makluk sosial, makhluk bermasyarakat, sebagai makluk 
sosial yang dalam kehidupan sehari-harinya saling membutuhkan antara satu dengan 
yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka  melakukan 
berbagai macam hubungan di antaranya adalah melakukan transaksi mappasanra 
tanah sawah. 
Transaksi mappasanra tanah sawah di Desa Tanah Harapan merupakan 
transaksi yang sudah mengakar, sudah berlaku secara turun temurun. Dengan 
demikian penyusun berniat meneliti dan menganalisis tradisi gadai tanah sawah di 
Desa Tanah Harapan? 
Dalam hukum Islam kegiatan gadai menggadai barang sudah ada sejak dahulu 
kala dan merupakan kegiatan yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan  yakni tatkala 
seseorang sedang dalam perjalanan, bermuamalah secara tunai, sementara diantara 
mereka tidak ada seorang penulis pun, agar supaya ada barang tanggungan yang 
dipegang oleh murtahin sebagai alat pengikat kepercayaan diantara mereka. 
Selain orang dalam perjalanan, orang yang mukmim atau menetap 
diperbolehkan melakukan transaksi gadai. Berdasarkan sunnah Rasulullah yaitu 
                                                             
15
Hasil wawancara dengan Bapak Sakka tokoh masyarakat di Desa Tanah Harapan Kabupaten 
Bulukumba. Pada tanggal 10 juni 2016. 
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tatkala beliau menggadaikan baju besinya ketika beliau menetap di madinah kepada 
seorang yahudi untuk membeli makanan. 
 لج ا ًلا ام اعط ٌ دىهَ نم ي رتس ا ملس و هُلء الله لص ٍبنا نا اهنء الله ٍض ر ةشء اع نء
هعرد هنه رو 
Artinya:  
Dari Aisyah r.a, bahwa sesungguhnya Nabi pernah membeli makanan dari 
seorang yahudi secara jatuh tempo dan Nabi saw, menggadaikan sebuah baju 
besi kepada yahudi.
16
 
 
Berdasarkan hadis diatas dapat disimpulkan bahwa gadai menggadai barang 
berharga dapat dilakukan walaupun para pihak tidak dalam bepergian. Sementara 
jumhur ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya gadai bagi orang yang 
menetap. 
Pengertian gadai menurut hukum Islam maupun pengertian umum oleh 
masyarakat di Desa Tanah Harapan telah penyusun paparkan pada bab II dan bab 
diatas. Persamaan di antara keduanya terletak pada sebab terjadinya gadai barang 
yang bernilai yaitu pinjam-meminjam uang dengan menggunakan jaminan. 
Sementara perbedaannya ialah barang jaminan berkedudukan sebagai amanah dan 
kepercayaan di tangan penerima gadai yang berfungsi sebagai jaminan utang jika  
rahin tidak mampu melunasinya. 
Menurut hukum islam  suatu perbuatan dalam hal ini adalah gadai tanah baru 
dikatakan sah apabilah memenuhi unsur-unsurnya. Dari hasil penelitian dan 
                                                             
16
 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Mughirah Al-Bukhari, shahih Bukhari jus III 
(PT:Makhtabah Al-Arabiyyah) h. 1926. 
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pengamatan penyusun, dalam tradisi mappasanra tanah sawah yang dilakukan oleh 
masyarakat di Desa Tanah Harapan bahwa rukun dan syaratnya sudah mendekati 
sempurna, seperti yang dikemukakan dalam rukum dan syarat sah gadai dalam 
hukum Islam. Meskipun  hanya ada sedikit kesamaran pada serah terima tanah sawah 
sebagai barang yang digadaikan atau sebagai barang tanggungan dari suatu hutang. 
Tanah merupakan benda tak bergerak, maka dalam serah terimanya 
menggunakan sertifikat tanah sawah tersebut kepada penerima gadai. Tetapi dalam 
transaksi gadai tanah sawah yang terjadi, penggadai tidak menyerahkan sertifikat 
tanah sawahnya kepada penerima gadai sebagai mana seharusnya untuk benda tidak 
bergerak. Transaksi yang terjadi diantara mereka hanya saling percaya bahwa tanah 
tersebut milik sipenggadai bukan milik oranglain. Sehingga akan menyusahkan salah 
satu pihak yang melakukan transaksi jika sengketa atau masalah dikemudian hari. 
Jika selisih atau keperluan lain yang mendesak atas tanah tersebut mereka selalu 
merundingkannya. 
Meskipun masyarakat dalam bertransaksi mappasanra telah saling percaya. 
Tetapi penguasaannya itu masih dilaksanakan dan dilakukan oleh penerima gadai 
karena demikian aturan yang berlaku di Desa tersebut. 
Pemanfaatan barang dilakukan sepenuhnya oleh penerima gadai sampai utang 
si penggadai dilunasi. Jika sampai batas waktu untuk membayar tapi rahin belum 
mempunyai uang, maka pemanfaatan barang gadai diteruskan sampai penggadai 
mampu melunasi hutangnya. 
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Hukum Islam menetapkan ketentuan bahwa pemanfaatan barang gadai oleh 
rahin sebagai pemilik barang, bukan murtahin. Karena akad yang terjadi bukan akad 
pemindahan hak milik, di mana orang yang menerima barang dapat memiliki 
sepenuhnya. Akad gadai bukan akad pemanfaatan suatu benda (sewa-menyewa) 
dimana barang tersebut dapat dimanfaatkan. Akad gadai hanya  berkedudukan 
sebagai jaminan. Oleh karena itu ulama sepakat bahwa hak milik suatu manfaat atas 
suatu benda yang dijadikan jaminan (borg) berada pada pihak rahin, murtahin tidak 
bisa mengambil manfaat barang gadai jika barang gadai kecuali diizinkan oleh rahin. 
Murtahin baru dapat mengambil manfaat barang gadai jika barang tersebut 
membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan, sebatas biaya yang dibutuhkan 
sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudama dalam al-Mugny-nya, penerima gadai 
tidak boleh mengambil manfaat atu hasil dari barang gadaian sedikitpun, kecuali dari 
yang bisa ditunggangi atau diperah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. 
Nafkah yang diambil dari barang gadaian adalah sekedar atau sebesar ongkos 
yang dikeluarkan untuk biaya perawatan dan pemeliharaan. Dan tidak boleh lebih 
atau berlebih-lebihan, karena hal tersebut bisa dikategorikan kepada riba yang 
dilarang oleh syari’at Islam. 
Sawah adalah merupakan barang gadaian yang membutuhkan biaya 
perawatan mencangkul, mempupuk, penyemprotan, upah buruh dan lain sebagainya. 
Untuk itu tanah sawah sebagai barang gadaian boleh dimanfaatkan oleh penerima 
gadai. Sebatas keperluannya untuk pemeliharaan atas barang gadai tersebut. Untuk 
menjaga agar penerima gadai tidak mengalami kerugian atas barang gadai itu, maka 
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murtahin harus dijaga jangan sampai menderita kerugian, tetapi dalam hal ini rahin 
sebagai pemilik barang juga tidak boleh diabaikan jadi solusinya adalah bagi hasil 
atas hasil panen tanah sawah gadai tersebut setelah dikurangi biaya perawatannya. 
Namun kebiasaan mayarakat bugis di Desa Tanah Harapan tidak ada sistem 
bagi hasil antara rahin dan murtahin semuanya diperuntukkan untuk murtahin , mulai 
dari perawatan, penngelolaan serta memiliki hasilnya. Tetapi semua itu atas dasar izin 
dan kerelaan dari pemberi gadai tanpa ada paksaan. Di Desa tersebut dalam 
pemanfaatan barang gadai terdapat penyimpangan daru ketentuan-ketentuan yang 
telah ditetapkan dalam syari’at Islam. 
Di Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba 
pemanfaatan sawah sebgai barang gadai dimanfaatkan oleh murtahin dan bukan oleh 
rahin. Hal ini karena pemanfaatan tanah sawah gadai merupakan kelangsungan atau 
pelaksanaan dari proses akad gadai tanah sawah. Walaupun tidak disebutkan dalam 
akad gadai di antara keduanya bahwa tanah tersebut akan di garap oleh murtahin. 
Namun dalam hal tersebut merupakan hal yang pasti karna sudah menjadi ketentuan 
di Desa tersebut. Hal ini sudah diketetahui secara umum bahwa proses akad gadai 
salah satunya adalah penggarapan sawah oleh murtahin.  
Menurut pengamatan penyusun daya tarik dari mappasanra tanah sawah ini 
terletak pada penggarapan sawah oleh murtahin. Ini pula yang mendorong murtahin 
dengan suka cita ingin membantu rahin, di samping keinginan untuk menolong, 
karena tolong menolong diantara mereka sudah lazim. 
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Faktor inilah yang mendasari masyarakat Bugis Bulukumba untuk 
mengadakan transaksi mappasanra tanah. Karena tolong menolong dalam hal 
kebaikan merupakan anjuran dari syari’at Islam.  
Dalam transaksi mappasanra tanah ini, murtahin mempunyai dua keuntungan, 
Uangnya kembali dengan utuh kepadanya bahkan bisa lebih jika harga gabah naik. 
Dia dapat mengelolah dan menikmati hasil panen sawah mappasanra sampai rahin 
mampu melunasi hutangnya atau sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat. 
Bagi rahin maupun murtahin, tradisi mappasanra tanah sawah merupakan 
ajang untuk saling tolong menolong dalam bermasyarakat, karena mappasanra 
memiliki nilai sosial yang tinggi. 
Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa dalam bermuamalah harus dilakukan 
atas dasar sukarela tanpa ada paksaan. Muamalah juga harus dilaksanankan dengan 
memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-
unsur mengambil manfaat dalam kesempitan. Mengenai aturan main penduduk Bugis 
di Desa Tanah Harapan dalam hal pemanfaatan tanah sawah gadai ini, sejauh 
pengamatan penyusun rahin tidak merasa benar-benar tertolong. Di satu sisi rahin 
tertolong dalam mengatasi kesulitannya dan disisi lain justru ia semakin terpuruk 
kedalam kesulitan dimana ia tidak dapat lagi menggarap sawahnya yang memberinya 
pemasukan untuk membiayai kebutuhan dan kelangsungan hidupnya dan untuk 
melunasi hutangnya. Kecuali jika pinjaman uang dengan menggadaikan tanahnya ini 
dipergunakan untuk modal usaha dan ternyata berhasil. Tetapi, jika digunakan untuk 
keperluan yang tidak bisa dikembangkan, maka sama halnya rahin mengganti satu 
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masalah dengan masalah lain. Hal itu dilarang dalam Islam, kecuali dalam keadaan 
darurat yaitu mengganti kesukaran dengan kesukaran yang lebih ringan sesuai dengan 
kaidah Ushul Fiqh. 
Aturan di Desa Tanah Harapan pada saat rahin memutuskan untuk 
menggadaikan sawahnya dan kemudian melakukan transaksi gadai dengan murtahin, 
maka pada saat itu rahin telah merelakan penggarapan sawahnya kepada murtahin. 
Hasil panennya diambil oleh murtahin sampai rahin bisa menebus kembali sawahnya. 
Dalam hukum Islam meminjamkan uang dengan mengambil manfaat dari pinjaman 
tersebut merupakan sesuatu yang dilarang keras oleh syari’at karena hal tersebut 
termasuk riba. 
Dari segi rukun dan syarat sah, sebenarnya telah terpenuhi dan sah menurut 
syara’, namun baru muncul efek yang dibuat antara rahin dan murtahin yaitu 
pemanfaatan barang gadai milik rahin kepada murtahin sejak ijab dan qabul 
disepakati. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat 
Islam. 
Dalam hukum Islam dikatakan  bahwa rahin-lah yang berhak mengelola dan 
menikmati hasil panennya. Jika murtahin mengelola tanah sawah gadai berdasarkan 
izin rahin, maka hak rahin untuk ikut menikmati hasilnya tidak bisa diabaikan. 
Penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas walaupun atas kerelaan dan 
keikhlasan rahin, tetapi karena pemanfaatan barang tersebut berasal dari 
menghutangkan uang, maka hal ini dapat dikategorikan kepada riba an-nasiah yaitu 
riba yang telah ma’ruf atau terkenal di kalangan masyarakat jahiliyah semasa lalu dan 
59 
 
36 
 
riba semacam ini dilarang dengan sangat sebagaiman firman Allah SWT dalam surah 
AL-Baqarah/2:276: 
                        
 
Terjemahnya: 
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak 
menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.
17
 
Kebiasaan masyarakat Bugis di Desa Tanah Harapan dalam menggadaikan 
tanah sawah menurut analisa penyusun dengan dikategorikan kepada urf’ yang fasid. 
Alasannya karena tradisi gadai masyarakat di Desa Tanah Harapan bertentangan 
dengan nash, baik Al-Qur’an maupun As-Sunnah. Ada penyimpangan yang tidak 
dapat ditolerir yaitu pemfaatan barang gadai oleh Murtahin. Di mana pemanfaatan 
barang gadai tersebut disebabkan oleh adanya peminjaman uang. Hal tersebut riba 
an-nasiah walaupun dalam transaksi gadai tanah sawah itu sudah ada izin dari rahin. 
Tetapi hukum Islam tidak dapat mentolerir keharaman riba menjadi sesuatu yang 
diperbolehkan atau dibolehkan. Berdasarkan firman Allah SWT dalm Al-Qur’an 
surah Al-Baqarah/2: 275. 
                       
                                 
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Kementerian Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h. 
48. 
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                                
              
Terjemahnya: 
Orang-orang yang meakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya 
orang yang kemasukan setan karna gila. Yang demikian itu karena mereka 
berkata bahwa jual-beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah 
menghalalkan jual-beli tapi mengharamkan riba. Barang siapa mendapat 
peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya  
dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa 
mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
18
 
 
Dalam menetapkan suatu hukum, adat atau urf’ merupakan sumber penetapan 
hukum Islam dengan syarat-syaratnya, yang antara lain tidak bertentangan dengan 
hukum syara’. Dan sejauh pengamatan dan analisis penyusun, urf’ yang ada di Desa 
tersebut banyak menyimpan dari atauran-aturan yang telah ditetapkan oleh syara’, 
mengenai pemanfaatan barang gadai dalam hal ini adalah tanah sawah. Oleh karena 
itu urf’ ini tidak dapat diberlakukan atau diamalkan karena bertentangan dengan 
syara’. 
                                                             
18
Kementerian Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 
h. 48. 
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BAB V  
PENUTUP 
A.  KESIMPULAN 
Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka penyusun 
dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktek gadai tanah sawah yang terjadi di Desa Tanah Harapan Kecamatan 
Rilau Ale Kabupaten Bulukumba  dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu 
datangnya si A kepada si B bermaksud untuk meminjam uang dengan 
pemberian uang pinjaman dengan jaminan si A menyerahkan tanahnya 
kepada si B untuk diambil hasilnya sampai ia bisa melunasi hutangnya dan 
waktu pengambilan uang pinjaman tersebut sesuai dengan akad. Akad 
semacam ini tentunya bisa merugikan salah satu pihak, biasanya pihak yang 
paling merasa dirugikan adalah pihak penggadai (rahin), karena tanah sawah 
yang dijadikan agunan dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai 
(murtahin). Tanpa ada hasil bagi dengan penggadai (rahin). 
2. Dari segi rukun dan syarat, gadai yang ada di masyarakat Desa Tanah 
Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba belum sah, karena 
pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (murtahin) yang terjadi di 
Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba tidak 
dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau 
melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan 
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atau disyariatkan hukum Islam. Jadi tradisi yang berlaku bertentangan 
dengan nash. Oleh karena itu dilarang dilakukan. 
B.  Implikasi Penelitian 
Saran-saran yang akan penyusun berikan secara umum untuk masyarakat di 
Desa Tanah Harapan  Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba adalah sebagai 
berikut: 
1. Hendaklah ada pembuka masyarakat dalam hal ini adalah para ulama 
setempat, agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi 
mengenai hukum Islam dan hukum tentang cara-cara bermuamalah secara 
baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan. 
2. Kepada rahin dan murtahin, selain kepercayaan  yang mereka miliki 
bersama, hendaknya dalam bertransaksi gadai tanah sawah menggunakan 
catatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dibawah notaris sebagai 
bukti otentik jika diantara mereka terjadi perselisihan. 
3. Pemanfaatan tanah sawah gadai secara penuh oleh murtahin adalah dilarang 
dalam hukum Islam akan tetapi kalau sekedar untuk biaya perawatan tidak 
mengapa  atau bisa dibuat perjanjian bagi hasil ketentuan yang disepakati 
bersama setelah dipotong biaya perawatan, dengan menggunakan sistem 
muzara’ah yaitu bibit berasal dari pemilik tanah atau sebaliknya bibit berasal 
dari murtahin, tergantung kesepakatan. 
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4. Kepada masyarakat secara umum, penduduk di Desa Tanah Harapan secara 
khusus agar memperhatikan aturan-aturan syariat Islam  dalam bermuamalah 
khususnya gadai tanah sawah agar tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan 
yang ada (nash). 
5.  Kepada masyarakat setempat ketika ingin melakukan gadai harap 
memanggil pemerintah desa agar menjadi saksi ketika transaksi dilakukan. 
 
 65 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Azis Dahlan, Abdul. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2006. 
 
Ash-Siddieqi, TM Hasbi. Pengantar Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Pustaka Rizki 
Putra, 1997. 
 
Abdurrahman, Asjmuni. Qaidah-qaidah Fiqh. Jakarta: Bulan Bintang, 1976. 
 
A. Mas’adi, Ghufron. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2002. 
 
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa 
Indonesia. Jakarta: Pustaka Bahasa, 2008 
 
Basyir, Ahmad Azhar.  Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), ed. 
Revisi. Yogyakarta: UII Press, 2000. 
 
Bakry, Nazar. Proofpblematika Pelaksanaan Fiqh Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo, 
1994 
 
Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah, cet ke-1. Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2008. 
Kementerian Agama RI. AL-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002. 
Fathoni, Abdurrahmat.Metodologi Penelitian dan tekhnik penyusunan Skripsi. 
Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006 
Hanafi, A,.Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam,  cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 
1970. 
Hasan, Muhammad Ali. Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah), cet. Ke-
2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. 
Hasan, M. Ali. Masail Fiqiyah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. 
Jamhuri,A Zainuddin.Muamalah dan Akhlak. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998. 
66 
 
Mas’adi, A, Gufran.Fiqh Muamalah Kontekstual, cet ke-1, Jakarta: Raja Grafindo 
persada, 2002. 
Muslich,  Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah, 2010 
Pasaribu, Chairuman dan Suihwardi K. Lubis.Hukum Perjanjian Dalam Islam, 
Jakarta: Sinar Grafika, 1996. 
Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Al-gensindo, 2003. 
Rais, Sasli. Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu kajian 
Kontemporer). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Pres), 2005 
Subagyo, Joko. Metode penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 
1997. 
Solikhul Hadi, Muhammad. Pegadaian Syari’ah, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003. 
Suhendi Hendi.Fiqh Muamalah. Jakarta: Pt Grafindo Persada, 2000. 
Suryabrata, Suryadi.Metodologi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998. 
Sabiq, Sayiq. Fiqih Sunnah12. Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998. 
Syafei, Rachmat. Fiqih Muamalah untuk UIN,STAIN, PTAIS, dan Umum. Bandung: 
Pustaka Setia, 2001. 
Suparni, Niniek. KUH Perdata. Jakarta: Rienka Cipta, 2005. 
Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia 
(kampus Fakultas Ekonomi UI, 2004 
Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. 
 
  
 
 
 LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
  
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
 pemerintah  Di Desa Tanah Harapan  Kecamatan Rilau Ale Kabupaten 
Bulukumba 
 
1. Apakah pemerintah Desa mengetahui apabila masyarakat melakukan gadai 
(mappasanra) tanah sawah? 
2. Dalam pelaksanaan gadai (mappasanrra) tanah sawah apakah dicatat dalam 
agenda Desa? 
3. Apakah pihak pemerintah desa diundang untuk menyaksikan terjadinya akad 
atau transaksi gadai (mappasanrra) tanah sawah? 
4. Bagaimana akad pelaksanaan gadai (mappasanrra) tanah sawah yang 
diketahui oleh pemerintah? 
5.  Apabila terjadi sengketa ataupun wanprestasi mengenai gadai (mappasanra) 
sawah, apakah pihak pemerintah desa dilibatkan? 
6. Apakah pernah terjadi barang gadaian (Mappasanrra) selama 7 tahun belum 
dikembalikan? 
7. Bagaimana tingkat pendidikan warga di Desa tersebut? 
 
 Tokoh Masyarakat di Desa tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten 
Bulukumba 
 
1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi  Masyarakat dalam melakukan 
akad gadai (Mappasanra) tanah sawah? 
2. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat yang melakukan praktek gadai 
(Mappasanrra) tanah sawah baik dari pihak penggadai (rahin) ataupun 
penerima gadai (murtahin) 
3. Bagaimana bentuk akad gadai (Mappasanrra) yang terjadi di Desa Tanah 
Harapan? 
4. Apakah ada batasan waktu pelaksanaan gadai (Mappasanrra) tanah sawah di 
Desa Tanah Harapan ? 
5. Apakah pihak yang melakukan transaksi gadai menghadirkan saksi? 
6. Apakah tindakan penggadai jika masa gadai telah jatuh tempo dari waktu 
yang telah disepakati? 
7. Bagaimana kedudukan tanah sawah yang digadaikan? 
8. Hak apa yang dimiliki oleh penggadai (rahin) dan penerima gadai 
(Murtahin)? 
9. Bagaimana sistem transaksi gadai (mappasanrra) yang ada di desa Tanah 
Harapan? 
10. Sejak kapan transaksi gadai (Mappasanrra) ini mulai dilakukan? 
11. Bagaimana kehidupan keagamaan masyarakat di Desa Tanah Harapan? 
 
penggadai (rahin) di Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten 
Bulukumba 
1. Apakah yang menjadikan dorongan atau motivasi Bapak/Ibu/Saudara 
menggadaikan tanah sawah? 
2. Bagaimana Cara Bapak/Ibu/Saudara menawarkan tanah saah yang akan 
digadaikan? 
3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara bertemu langsung dalam satu mejelis dengan 
penerima gadai? 
4. Siapa yang melakukan akad pelaksanaan gadai? 
5. Apakah pihak penggadai atau penerima gadai yang menentukan batas waktu 
dalam menggadaikan tanah sawah tersebut? 
6. Sejak kapan penggadai menyerahkan tanah sawah yang digadaikan kepada 
penerima gadai? 
7. Siapakah yang mengelolah tanah sawah yang dijadikan barang gadaian 
tersebut? 
8. Bagaimana sistem pembagian hasil dari tanah sawah yang digadaikan? 
 
 Penerima Gadai (Murtahin) di Desa Tanah Harapan Kecamatan  Rilau Ale 
Kabupaten Bulukumba? 
1. Apakah yang menjadi dorongan Bapak/ ibu/ Saudara dalam melaksanakan 
akad gadai (Mappasanra)? 
2. Bagaimana cara menerima gadai (mappasanrra) tanah sawah tersebut? 
3. Apakah pihak penerima gadai langsung bertemu dalam satu mejelis dengan 
penggadai pada saat melakukan perjanjian? 
4. Sejak kapan penerima gadai menyerahkan uang kepada pihak penggadai? 
5. Apakah penerima gadai menentukan batasan waktu dalam transaksi gadai 
(mappasanra) tanah sawah? 
6. Sejak kapan penerima gadai menerima tanah sawah yang dijadikan barang 
jaminan? 
7. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai? 
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Pengalaman lainnya: 
1. Mengikuti MCC (Moot court Competition) Piala Dekan pada tahun 2013 
2. Mengikuti Festival Karnafal di Bulukumba 
 
 
 
